
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 4S TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMUTAKHIRAN (UP DATING) ANALISIS JABATAN 
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimhang a . hahwa dalam rangka pemuktahiran (up dating) data Analisa 
Jahatan dan Analisa Behan Kerja herdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis 
Jahatan dan Analisis Behan Kerja, serta guna meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, 
penataan kelemhagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian 
di lingkungan Pemerintah Dearah Kahupaten Bondowoso, 
perlu dilakukan pemutakhiran (up dating) analisis jahatan 
dan analisis hehan kerja pada Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kahupaten Bondowoso; 

h. hahwa herdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pemutakhiran (up dating) Analisis Jahatan dan Analisis 
Behan Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kahupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) 
sehagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. U ndang-Undang ... 

Paraf Koordinasi 
Kabag Organisasi Kabag Hukum 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai 
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 296); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Pejabat Pelaksana bagi 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomorl447); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan Dan Analisis Behan Kerja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

12.Peraturan ... 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN (UP DATING) 
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA 
SELURUH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 

3. Analisis Jabatan, yang selanjutnya disebut Anjab, adalah 
proses, metode dan teknik untuk mendapatkan datajabatan 
yang diolah menjadi informasi jabatan. 

4. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul 
oleh suatu jabatan/ unit organisasi dan merupakan hasil kali 
antara volume kerja dan norma waktu. 

5. Analisis Beban Kerja, yang selanjutnya disingkat ABK, 
adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara 
sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat 
efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume 
kerja. 

6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

7 . Pemutkahiran (up dating) Anjab dan ABK adalah adalah 
proses yang dilakukan untuk mengubah atau memperharui 
data hasil Anjab dan ABK sebelumnya. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK dilaksanakan 
untuk: 
a. menyempumakan hasil Anjab dan ABK pada PD 

sebelumnya; dan 

b.mengukur ... 
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b. mengukur dan menghitung kembali beban kerja setiap 
jabatan/unit kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan 
kapasitas organisasi yang profesional, transparan, 
proporsional dan rasional. 

(2) Pemutakhiran (up dating) sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan pada setiap jabatan yang terdapat dalam 
seluruh PD. 

BAB III 
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN (UP-DATING) 

Pasal 3 

Pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK dilaksanakan secara 
sistematis dengan tahapan se bagai beriku t : 
a. pengumpulan data; 
b . pengolahan data; 
c. penelaahan hasil olahan data; dan 
d. penetapan hasil pemutakhiran (up dating) analisis jabatan 

dan anlisis beban kerja. 

BAB IV 
PELAKSANA 

Pasal 4 

Pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK pada seluruh PD 
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

BABV 
HASIL 

Pasal 5 

(1) Pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK di lingkungan 
Pemerintah Daerah menghasilkan informasi berupa: 
a. efektivitas dan efesiensi jabatan serta efektivitas dan 

efisiensi unit kerja; 
b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 
c . jumlah kebutuhan pegawai/pejabat; 
d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja 

unit; dan 
e. standar norma waktu. 

(2) Hasil perhitungan pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK 
pada seluruh PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VI.. . 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran (up 
dating) Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2018 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bu pati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada t-,,nnr-- 9 J uni ;tOlO 

AERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

i SY AIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 4.6 
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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 46 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMUTAKHIRAN (UP DATING) ANALISIS JABATAN 
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimhang a. hahwa dalam rangka pemuktahiran (up dating) data Analisa 
Jahatan dan Analisa Behan Kerja herdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis 
Jahatan dan Analisis Behan Kerja, serta guna meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, 
penataan kelemhagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian 
di lingkungan Pemerintah Dearah Kahupaten Bondowoso, 
perlu dilakukan pemutakhiran (up dating) analisis jahatan 
dan analisis hehan kerja pada Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kahupaten Bondowoso; 

h. hahwa herdasarkan pertimhangan sehagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pemutakhiran (up dating) Analisis Jahatan dan Analisis 
Behan Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kahupaten Bondowoso; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemhentukan Daerah-daerah Kahupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) 
sehagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tamhahan Lemharan Negara Repuhlik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemhentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sehagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peruhahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6398); 

3. U ndang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai 
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 296); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

9 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Pejabat Pelaksana bagi 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor1447); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

12.Peraturan ... 
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12. Peraturan Daerah Kahupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pemhentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kahupaten Bondowoso (Lemharan Daerah 
Kahupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tamhahan 
Lemharan Daerah Kahupaten Bondowoso Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN (UPDATING) 
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA 
SELURUH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
2. Jahatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawah, wewenang, dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 

3. Analisis Jahatan, yang selanjutnya disehut Anjah, adalah 
proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jahatan 
yang diolah menjadi informasi jahatan. 

4. Behan kerja adalah hesaran pekerjaan yang harus dipikul 
oleh suatu jahatan/ unit organisasi dan merupakan hasil kali 
antara volume kerja dan norma waktu. 

5. Analisis Behan Kerja, yang selanjutnya disingkat ABK, 
adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara 
sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat 
efektivitas dan efisiensi kerja organisasi herdasarkan volume 
kerja. 

6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah 
Kahupaten Bondowoso. 

7. Pemutkahiran (up dating) Anjah dan ABK adalah adalah 
proses yang dilakukan untuk menguhah atau memperharui 
data hasil Anjah dan ABK sehelumnya. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Pemutakhiran (up dating) Anjah dan ABK dilaksanakan 
untuk: 
a . menyempurnakan hasil Anjah dan ABK pada PD 

sehelumnya; dan 

h.mengukur ... 
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b. mengukur dan menghitung kembali beban kerja setiap 
jabatan/unit kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan 
kapasitas organisasi yang profesional, transparan, 
proporsional dan rasional. 

(2) Pemutakhiran (up dating) sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan pada setiap jabatan yang terdapat dalam 
seluruh PD. 

BAB III 
TABAPAN PEMUTAKBIRAN (UP-DATING) 

Pasal3 

Pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK dilaksanakan secara 
sistematis dengan tahapan sebagai berikut: 
a. pengumpulan data; 
b. pengolahan data; 
c. penelaahan hasil olahan data; dan 
d. penetapan hasil pemutakhiran (up dating) analisis jabatan 

dan anlisis beban kerja. 

BAB IV 
PELAKSANA 

Pasal 4 

Pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK pada seluruh PD 
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

BABV 
BASIL 

Pasal 5 

(1) Pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK di lingkungan 
Pemerintah Daerah menghasilkan informasi berupa: 
a. efektivitas dan efesiensi jabatan serta efektivitas dan 

efisiensi unit kerja; 
b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 
c. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat; 
d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja 

unit; dan 
e. standar norma waktu. 

(2) Basil perhitungan pemutakhiran (up dating) Anjab dan ABK 
pada seluruh PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VI... 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran (up 
dating) Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2018 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 9 Jun, .:20,20 

DOWOSO, 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tan 9 JUnt .;io~o 

AERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 45 



7. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Pengumpulan data yang 
akurat dan Memulihkan, mengembangkan anak dan lansia yang 
mengalami masalah sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya dalam kehidupan dilingkungan yang memungkinkan untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. 

8. KELAS JABAT AN : 6 

owoso ft" 

l 
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7. PRESTASI KERJA YANG CIHARAPKAN : Pengumpulan data yang 
akurat dan Memulihkan, mengembangkan anak dan lansia yang 
mengalami masalah sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya dalam kehidupan dilingkungan yang memungkinkan untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. 

8. KELAS JABATAN : 6 

woso 

Form Anjab ABK Permenpan 1 Tahun 2020 - 7 


